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ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI

Pembayaran beban penjualan, umum
 dan administrasi dan kegiatan operasi

Arus Kas Bersih Diperoleh dari
 (Digunakan Untuk) Aktivitas Operasi  (189.687.738.137)  67.849.217.482 
ARUS KAS DARI AKTIVITAS
 INVESTASI

Penambahan uang muka pembelian

Pencairan (penempatan) deposito
 berjangka yang dibatasi

Penyertaan saham
Arus Kas Bersih Digunakan Untuk
 Aktivitas Investasi  (220.486.745.440)  (454.530.216.145)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS
 PENDANAAN

Penerbitan saham pada kepentingan

Penerimaan dari (pembayaran kepada)

Beban emisi saham
Arus Kas Bersih Diperoleh Dari
 Aktivitas Pendanaan  780.317.151.362   396.803.505.127 
KENAIKAN BERSIH ATAS KAS
 DAN SETARA KAS  370.142.667.785   10.122.506.464 
KAS DAN SETARA KAS
 PADA AWAL TAHUN  146.509.929.059   131.557.378.215 
KAS DAN SETARA KAS ENTITAS ANAK
 SEBELUM PELEPASAN  (997.330.895)  -   
KAS DAN SETARA KAS ENTITAS ANAK
 PADA SAAT AKUISISI  -     4.830.044.380 
KAS DAN SETARA KAS
 PADA AKHIR TAHUN  515.655.265.949   146.509.929.059 

ASET    

     

ASET LANCAR

Piutang usaha

Deposito berjangka yang dibatasi

     

ASET TIDAK LANCAR

Goodwill

TOTAL ASET  2.240.267.222.701   1.405.556.784.929   627.865.118.840 

LIABILITAS

LIABILITAS JANGKA PENDEK

Utang usaha

Bagian liabilitas jangka panjang yang

LIABILITAS JANGKA PANJANG
Liabilitas jangka panjang setelah dikurangi

 satu tahun:

TOTAL LIABILITAS  512.081.862.332   394.089.238.853   206.897.661.733 

EKUITAS   
Ekuitas yang dapat diatribusikan
 kepada Pemilik Entitas Induk

 per saham

Selisih atas transaksi dengan pihak

Saldo laba

Penghasilan komprehensif lain

 Selisih kurs penjabaran laporan keuangan

Proforma modal yang berasal dari
 transaksi restrukturisasi entitas

Total ekuitas yang dapat diatribusikan

TOTAL EKUITAS  1.728.185.360.369   1.011.467.546.076   420.967.457.107 

TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS  2.240.267.222.701   1.405.556.784.929   627.865.118.840 

PENDAPATAN NETO
BEBAN POKOK PENDAPATAN
LABA KOTOR  254.929.889.114 169.389.673.278
BEBAN USAHA

LABA USAHA  144.058.335.307 96.800.739.258 
PENGHASILAN (BEBAN) LAIN-LAIN  

LABA SEBELUM BEBAN PAJAK
 PENGHASILAN  204.737.877.585   289.956.572.238 
BEBAN PAJAK PENGHASILAN 
LABA NETO TAHUN BERJALAN
 SETELAH DAMPAK PENYESUAIAN
 PROFORMA  170.528.356.694   262.314.591.876 
Dampak penyesuaian proforma atas

LABA NETO TAHUN BERJALAN  170.581.174.495   262.571.981.146 
PENGHASILAN (RUGI)
 KOMPREHENSIF LAIN  
Pos-pos yang tidak akan

 periode berikutnya:
 Pengukuran kembali liabilitas imbalan

 Bagian penghasilan komprehensif lain

 laba rugi periode berikutnya:
 Selisih kurs penjabaran laporan

TOTAL PENGHASILAN (RUGI)
 KOMPREHENSIF LAIN  (705.607.738)  334.818.393 
TOTAL LABA KOMPREHENSIF  169.875.566.757   262.906.799.539 
Laba neto yang dapat diatribusikan
 kepada:

LABA NETO TAHUN  BERJALAN  170.581.174.495   262.571.981.146 
Laba komprehensif yang dapat
 diatribusikan kepada:

TOTAL LABA KOMPREHENSIF  169.875.566.757   262.906.799.539 
LABA PER SAHAM DASAR YANG
 DIATRIBUSIKAN KEPADA
 PEMILIK ENTITAS INDUK 127 271

*)  Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 
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Mendagri Usul Penanganan Narkoba 
Dipetakan dalam Bentuk Zonasi

JAKARTA (IM) - Men-
teri Dalam Negeri ( Mendag-
ri) Tito Karnavian usul dalam 
penanganan narkoba dibuat 
matriks peta zonasi seperti 
penanganan Covid-19. Hal 
itu dikatakan Tito saat berte-
mu Kepala Badan Narkotika 
Nasional (BNN) di Gedung 
Kemendagri, Kamis (28/1).

“Saya juga menyarankan 
agar dibuat matriks yang 
lebih tajam, nanti ditentu-
kan oleh BNN kriterianya. 
Seperti Covid-lah, ada zona 
merah, zona orange, zona 
kuning, zona hijau,” kata 
Tito dilansir dari laman resmi 
Kemendagri, Jumat (29/1).

Tito mengatakan, den-
gan pemetaan yang jelas 
akan membuat penanganan 
masalah narkoba menjadi 
lebih tepat. Terutama terkait 
program yang dicanangkan 
untuk daerah yang menjadi 
prioritas penanganan nar-
koba, sementara Kemendagri 
akan melakukan pembinaan 
dan pengawasan terkait pro-
gram tersebut. 

“Nah nanti peran dari 
Kemendagri adalah untuk 
memberikan penekanan atau 

instruksi kepada daerah-
daerah supaya mereka men-
gambil peran sesuai tugasnya, 
seperti memasukkan pro-
gram dan anggaran dalam 
APBD mereka,” ujarnya. 

“Dengan demikian pro-
gram mereka akan terencana 
dan ada anggarannya, diker-
jakan secara sistematis. Ke-
mudian dalam pelaksanaan, 
pengawasannya kita lakukan 
bersama antara Kemendagri 
dengan BNN,” kata Tito.

Mantan K apolr i  in i 
melanjutkan, agar setiap 
program berjalan efektif  
dan sistematis, setiap dae-
rah juga perlu memahami 
kebutuhan prioritas pro-
gram yang berkaitan dengan 
penanganan narkoba. Salah 
satunya, kata dia, dalam kai-
tan penganggaran Anggaran 
Pendapatan Belanja Daerah 
(APBD). 

“Nanti kita coba dulu 
membuat pilot project-nya. 
Di desa-desa tertentu yang 
menjadi daerah merah. Kita 
garap bersama-sama, lalu kita 
launching, dengan dihadiri atau 
disaksi(kan) oleh semua kepala 
daerah,” ucap Tito.  han

mendapatkan privilege lay-
anan publik, integritas aparat 
penegak hukum, serta money 
politics,” tuturnya.

Peneliti senior Lembaga 
Ilmu Pengetahuan Indonesia 
(LIPI) ini juga menegaskan, 
pemerintah bersama dengan 
Komisi Pemberantasan  Ko-
rupsi  (KPK) sebagai ujung 
tombak dalam upaya pem-
berantasan rasuah, akan terus 
meningkatkan upaya pembe-
nahan sistem pencegahan di 
hulu melalui Strategi Nasional 
Pencegahan Korupsi.

“Evaluasi terhadap imple-
mentasi Stranas PK tahun 
2019-2020 di sektor perizinan 
dan tata niaga, keuangan neg-
ara, serta reformasi birokrasi 
menunjukan beberapa perbai-
kan sistemik,” kata Dani.

Di fokus sektor perizinan 
dan tata niaga, aksi penghapu-
san izin gangguan dan surat 
keterangan domisili usaha yang 
didukung oleh Kementerian 
Dalam Negeri, telah memper-
mudah syarat berusaha dan 
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menghemat waktu 14 hari 
dalam pengurusan izin khusus-
nya bagi pelaku UMKM.

Selain itu, lanjut Dani, per-
cepatan implementasi Online 
Single Submission pun terus 
didorong guna mempercepat 
layanan perzinan dan mence-
gah pungli dalam layanan 
dasar. Sedangkan di sektor 
keuangan negara, pembenahan 
proses pengadaan barang jasa 
melalui penerapan e-katalog 
local di enam provinsi dan 
e-katalog sektoral di lima ke-
menterian dengan volume 
pengadaan barang jasa yang 
sangat besar dan kompleks 
telah mampu meminimalkan 
risiko terjadinya korupsi.

“Di sektor reformasi bi-
rokrasi aksi penguatan sistem 
merit melalui penggunaan 
sistem informasi dalam seleksi 
jabatan pimpinan tinggi ASN 
juga mampu mencegah jual 
beli jabatan,” ungkap Dani.

Dani memastikan, ke de-
pan, pemerintah berkomit-
men terus memperbaiki upaya 

pencegahan korupsi dan me-
nyusun strategi perbaikan aksi 
Stranas PK di 2021-2022 den-
gan memperhatikan masukan, 
riset, dan kajian di antaranya 
Global Corruption Barometer 
dan indeks persepsi korupsi.

“Pelaksanaan aksi Stranas 
PK 2021-2022 ini akan terus 
ditingkatkan sinergi dan kolab-
orasinya tidak hanya di instansi 
pemerintah tetapi juga swasta, 
dan masyarakat sipil (CSO, 
akademisi, dan media massa) 
sehingga diharapkan aksi Stra-
nas PK semakin tepat sasaran, 
terukur, dan berdampak nyata 
terhadap perbaikan kualitas 
layanan publik,” tuturnya.

Sebagaimana diketahui, 
rilis TII menyebutkan indeks 
persepsi korupsi (IPK) di In-
donesia 2020 merosot ke per-
ingkat 102 dunia dengan skor 
37. Kondisi ini lebih buruk 
dibandingkan tahun lalu yang 
berada di 85 dengan skor 40. 
Posisi Indonesia setara dengan 
Gambia dengan ranking dan 
skor yang sama.  han

UPACARA PEMBERANGKATAN
KRI BUNG TOMO DAN JOHN LIE
Panglima Komando Lintas Laut Mili-
ter (Kolinlamil) Laksda TNI Irvansyah 
melepas tali KRI Bung Tomo 357 
pada upacara pemberangkatan KRI 
Bung Tomo 357 dan KRI John Lie 
358 di dermaga JICT II, Pelabuhan 
Tanjung Priok, Jakarta, Jumat (29/1). 
KRI Bung Tomo 357 akan mengikuti 
Latihan Multinasional AMAN 21 di 
Pakistan dan KRI John Lie 358 akan 
melaksanakan pelayaran muhibah 
atau port visit ke Brunei Darussalam.

Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Merosot, 
KSP Ungkap Peringatan dari Presiden Jokowi
Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 
tahun 2020 merosot dari peringkat 85 
ke pringkat 102. IPK Indonesia setara 
de ngan negara Gambia dengan ranking 
dan skor yang sama.

Indeks Persepsi Korupsi Indonesia

JAKARTA (IM) - Deputi 
V Kantor Staf  Presiden (KSP) 
Jaleswari Pramodhawardani 
menanggapi rilis Transparency 
International Indonesia (TII) 
yang menyebutkan indeks 
persepsi korupsi (IPK) Indo-
nesia merosot ke peringkat 102 
dunia dengan skor 37.

Dani-sapaan akrabnya, 
mengatakan, Presiden Joko 
Widodo (Jokowi) dalam berb-
agai arahan selalu mengatakan 
bahwa korupsi adalah musuh 
negara. Kepala Negara tidak 
akan memberi toleransi terha-
dap siapapun yang melakukan 
pelanggaran ini.

“Presiden juga mengin-
gatkan khususnya pada aparat 
penegak hukum dan peny-

elenggara negara untuk tidak 
memanfaatkan hukum un-
tuk menakuti, memeras, dan 
korupsi, ini membahayakan 
agenda nasional,” kata Dani 
melalui keterangan tertulis 
yang  wartawan, Jumat (29/1).

Menurut Dani, rilis IPK 
ini penting bagi pemerintah 
sebagai evaluasi kebijakan 
pemberantasan korupsi ke 
depan. Ia memandang skor 
IPK yang tahun ini turun tiga 
poin (skor 37 skala 100) karena 
Indonesia masih menghadapi 
masalah dalam mengubah per-
sepsi publik terhadap korupsi 
di internal pemerintahan.

“Karena masih maraknya 
pungutan liar (pungli) dan 
penggunaan koneksi untuk 

JAKARTA (IM) Deputi elenggara negara untuk tidak

Adik Anggota DPR Ihsan Yunus Kembali Dipanggil KPK terkait Kasus Bansos Covid-19
JAKARTA (IM) - Komisi 

Pemberantasan Korupsi (KPK) 
kembali memanggil seorang 
wiraswasta Muhammad Rakyan 
Ikram terkait dugaan suap pen-
gadaan bantuan sosial (bansos) 
virus korona (Covid-19) untuk 
wilayah Jabodetabek di Kemen-
terian Sosial tahun anggaran 
2020.

Ikram merupakan adik 
dari anggota DPR RI Fraksi 
PDIP Ihsan Yunus. Ikram akan 
diperiksa sebagai saksi untuk 
melengkapi berkas penyidikan 
tersangka Ardian I M (AIM).

“Yang bersangkutan akan 
diperiksa sebagai saksi untuk 
tersangka AIM,” ujar Plt Juru 
Bicara KPK Ali Fikri dalam 
keterangannya, Jumat (29/1).

Sebelumnya, Ikram pernah 
diperiksa penyidik KPK pada 
14 Januari 2021. Dalam pemer-
iksaan, tim penyidik mendalami 
keterlibatan perusahaan Rakyan 
Ikram dalam pengadaan paket 
bansos Covid-19 untuk wilayah 

Jabodetabek.
“Muhammad Rakyan 

Ikram, Wiraswasta didalami 
pengetahuannya terkait pe-
rusahaan saksi yang diduga 
mendapatkan paket-paket pe-
kerjaan bansos untuk wilayah 
Jabodetabek tahun 2020 di 
Kemensos,” kata Ali.

Selain memeriksa seb-
agai saksi, tim penyidik sudah 
menggeledah rumah orangtua 
Rakyan Ikram dan juga Ihsan 
Yunus di kawasan Cipayung, 
Jakarta Timur pada Selasa, 12 
Januari 2021. Dalam penggele-
dahan tersebut, tim penyidik 
mengamankan alat komunikasi 
dan beberapa dokumen terkait 
bansos Covid-19.

Selain itu, tim penyidik 
sudah menjadwalkan pemer-
iksaan terhadap mantan Wakil 
Ketua Komisi VIII DPR dari 
Fraksi PDIP Ihsan Yunus pada 
27 Januari 2021. Namun Ihsan 
yang kini duduk sebagai ang-
gota Komisi II DPR tidak hadir 

dan mengaku belum menerima 
surat panggilan pemeriksaan.

Selain Rakyan, tim penyidik 
hari ini juga akan memeriksa 
Direktur Utama PT Mandala 
Hamongan Sude Rangga Dera-
na Niode, Direktur PT Mandala 
Hamongan Sude Rajif  Bachtiar 
Amin, dan Direktur Utama 
PT Agri Tekh Sejahtera Lucky 
Falian Setiabudi. Ketiganya 
akan diperiksa sebagai saksi 
untuk tersangka AIM juga.

Sebagaimana diketahui, 
KPK telah menetapkan man-
tan Menteri Sosial (Mensos), 
Juliari P Batubara (JPB) sebagai 
tersangka penerima suap. Juliari 
Batubara diduga menerima 
suap terkait pengadaan barang 
dan jasa berupa bantuan sosial 
(bansos) dalam penanganan 
pandemi Covid-19.

Selain Juliari Batubara, 
KPK menetapkan empat ter-
sangka lainnya. Empat ter-
sangka itu adalah Pejabat Pem-
buat Komitmen (PPK) di Ke-
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VAKSINASI COVID-19 TAHAP KEDUA
Petugas medis menunjukkan vaksin COVID-19 
Sinovac di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) 
Sidoarjo, Jawa Timur, Jumat (29/1). Vaksinasi 
tahap kedua bagi tenaga kesehatan diberikan 
untuk pembentukan antibodi yang utuh serta 
sebagai booster agar antibodi di dalam tubuh 
membentuk sistem imun.

Buron 8 Tahun, Eks Penyidik 
Ditjen Pajak Ditangkap Kejaksaan

JAKARTA (IM) - Tim 
intelejen tangkap buron (ta-
bur) Kejaksaan menangkap 
mantan PNS Direktorat Jen-
deral Pajak sekaligus mantan 
pemeriksa (penyidik) pajak 
muda Kantor Pemeriksaan 
dan Penyidikan Pajak, Pon-
tianak R Dharana Her-
lambang Parikesit setelah 
delapan tahun buron.

“Pada hari ini Jumat 
tanggal 29 Januari 2021 
sekitar pukul 15:40 WIB, 
Intelijen Kejaksaan Agung 
bersama Intelijen Kejati 
DKI telah mengamankan 
terpidana atas nama R Dha-
rana Herlambang Parikesit 
(PNS, 55 Tahun), di Jalan 
Tanjung 28 Blok J No 12 RT 
7 RW 2 Tanjung Barat, Jaga-
karsa, Jakarta Selatan,” tegas 
Kasipenkum Kejaksaan 
Tinggi DKI Jakarta Ashari 
Syam kepada MNC Portal, 

di Jakarta, Jumat (29/1).
Terpidana R Dharana 

Herlambang Parikesit, kata 
dia merupakan buron yang 
menjadi Daftar Pencarian 
Orang (DPO) Kejaksaan Neg-
eri Jakarta Pusat sejak 2013.

Berdasarkan putusan 
Kasasi Mahkamah Agung 
(MA) Nomor: 2222.K/Pid-
sus/2012 tertanggal 6 Januari 
2013, kata Ashari, Dharana 
divonis dengan hukuman 
penjara selama 1 tahun 6 bulan 
dan denda sebesar Rp50 juta.

Majelis hakim agung kasasi 
MA, tutur Ashari, menyatakan 
Dharana terbukti secara sah 
dan meyakinkan bersalah 
menurut hukum melakukan 
tindak pidana korupsi (tipikor) 
dalam delik penerimaan grati-
fikasi. Dharana dinyatakan 
terbukti melanggar Pasal 12B 
ayat (1) Undang-Undang (UU) 
Pemberantasan Tipikor.  han

menterian Sosial (Kemensos), 
Matheus Joko Santoso (MJS) 
dan Adi Wahyono (AW) seb-
agai Pejabat Pembuat Komit-
men (PPK) dalam pelaksanaan 
proyek bansos Covid-19 di 
Kemensos.

Kemudian, dua tersangka 
pemberi suap yakni, Ardian 
Iskandar Maddanatja alias 
Ardian Maddanatja yang meru-
pakan Presiden Direktur PT 
Tiga Pilar Agro Utama atau 
PT Tigapilar Agro Utama 
(TPAU/TAU) dengan akro-
nim TIGRA. Kedua, Sekre-
taris Umum Badan Pengurus 
Cabang (BPC) Himpunan 
Pengusaha Muda Indonesia 
(HIPMI) Jakarta Pusat periode 
2017-2020 sekaligus advokat, 
Harry Van Sidabukke.

Diduga dalam kasus ini 
pelaksanaan proyek tersebut 
dilakukan dengan cara penun-
jukan langsung para rekanan 
dan diduga disepakati ditetap-
kan adanya fee dari tiap-tiap 

paket pekerjaan yang harus 
disetorkan para rekanan kepada 
Kemensos melalui Matheus.

Untuk fee tiap paket bansos 
disepakati Matheus dan Adi 
sebesar Rp10 ribu per paket 
sembako dari nilai Rp300 ribu 
perpaket bansos. Pada pelak-
sanaan paket Bansos sem-
bako periode pertama diduga 
diterima fee Rp12 miliar, yang 
pembagiannya diberikan secara 
tunai oleh Matheus kepada 
Juliari Peter Batubara melalui 
Adi dengan nilai sekitar Rp8,2 
miliar.

Untuk periode kedua pelak-
sanaan paket bansos sembako, 
terkumpul uang fee dari bulan 
Oktober sampai dengan De-
sember 2020 sejumlah sekitar 
Rp8,8 miliar yang juga di-
duga akan dipergunakan untuk 
keperluan Juliari. Kalau Rp8,8 
miliar dijumlahkan dengan 
Rp8,2 miliar, maka jatah dugaan 
suap untuk Juliari sebesar Rp17 
miliar.  mei
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